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Jauhnya rentang kendali pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan tidak meratanya 
pembangunan. Pemekaran Provinsi baru Kapuas Raya menjadi upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, yang mencakup Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, 
Sekadau, Sanggau serta Sintang sebagai ibukotanya. Pemerintah Kabupaten Sintang telah 
menyediakan lokasi yang akan digunakan untuk perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya yang 
berada di Jalan Sintang-Putussibau, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang. Tahapan dalam 
perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya menggunakan studi contoh kasus dan wawancara staf 
pegawai Kantor Gubernur. Perancangan ini bertujuan untuk memfasilitasi fungsi baik fungsi 
utama sebagai pusat pemerintahan maupun fungsi publik. Kedua fungsi tersebut menghasilkan 
lima massa perancangan. Perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya menerapkan pendekatan 
rancangan neo vernakular dari bangunan Rumah Panjang adat Dayak dengan konsep bangunan 
yang terbuka dan transparan. Aplikasi konsep dalam perancangan berupa penggunaan atap 
pelana dan miring, penonjolan kolom-kolom yang menyerupai kaki panggung dan bentuk massa 
yang memanjang, ruang yang luas untuk menunjukkan transparansi serta bagian entrance yang 
minim dinding untuk memberikan kesan bangunan yang terbuka dan menerima. 
 




The vast span of government control of West Kalimantan Province has led to uneven 
development. The expansion of new Kapuas Raya Province was an effort made by  government to 
overcome this, which included the Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, Sanggau and Sintang districts 
as the capital. The Sintang Regency Government has provided a location that will be used for the 
design of Kapuas Raya Governor's Office located on Sintang-Putussibau Street, Tanjung Puri 
Village, Sintang District. The stages in the design of Kapuas Raya Governor's Office used case 
study and interviews with the staff of the Governor's Office. This design aims to facilitate the 
function of both the main function as a central government and public function. These two 
functions produce five masses. The design of the Kapuas Raya Governor's Office applies the neo-
vernacular design approach of the Dayak traditional Longhouse building with an open and 
transparent building concept. The application of the concept in the form of the design of the use 
of gable and sloping roofs, columns that resemble the foot of the stage and the form of an 
elongated mass, wide space to show transparency and minimal entrance part of wall to give 
impression of open and accepting building. 
 






Menurut pandangan DPD RI (2013) Kalimantan Barat memiliki luas hingga 1,13 kali dari luas 
pulau Jawa dan Madura, namun hanya dipimpin oleh satu orang Gubernur sedangkan di pulau Jawa 
dan Madura terdapat enam orang Gubernur. Pusat pemerintahan ibukota yang terletak diujung sisi 
barat Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan kurang meratanya pembangunan khususnya yang 
dirasakan oleh daerah yang berada di sisi timur Provinsi Kalimantan Barat. Upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengatasi pemerataan pembangunan ialah dengan merencanakan pemekaran 
Provinsi baru. 
Pemekaran provinsi baru di bagian timur Kalimantan Barat disebut sebagai Provinsi Kapuas Raya. 
Provinsi Kapuas Raya mencakup lima Kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, 
Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang sebagai ibukotanya. Langkah yang 
sudah dipersiapkan oleh pemerintah salah satunya ialah dengan mempersiapkan lahan yang akan 
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digunakan untuk perancangan fasilitas yang akan mendukung berjalannya pemerintahan Provinsi 
Kapuas Raya seperti Kantor DPR dan Kantor Gubernur Kapuas Raya. 
Lokasi yang disediakan pemerintahan berada di Kabupaten Sintang, Jalan Sintang-Putussibau, 
Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang. Pembentukan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya di 
Kabupaten Sintang ini selain menjadi Pusat Pemerintahan Provinsi Kapuas Raya juga akan menjadi 
tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan formal seperti acara nasional serta acara adat. Selain itu, 
bangunan ini juga memiliki fungsi terbuka dalam lingkungannya yang dapat diakses masyarakat 
umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya pendekatan masyarakat kepada Pemerintah yang transparan 
dan menerima masyarakat. 
 
2. Kajian Literatur 
 
Kantor menurut Atmosudirjo (1982) adalah unit organisasi yangterdiri atas tempat, staf personil 
dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan. Kata gubernur sendiri menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (2008) ialah kepala pemerintahan tingkat provinsi; kepala pemerintahan daerah 
tingkat I. Dari kedua pengertian tersebut, kantor gubernur dapat diartikan sebagai kumpulan unit 
organisasi yang terdiri dari tempat, staf personil dan operasi ketatausahaan guna membantu 
gubernur dalam tugasnya sebagai kepala pemerintahan tingkat provinsi. 
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 
tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara, bangunan kantor gubernur termasuk 
dalam klasifikasi bangunan tidak sederhana. Klasifikasi bangunan gedung negara dengan karakter 
tidak sederhana serta memiliki tingkat kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Bangunan 
kantor gubernur tidak memiliki desain prototipe, tetapi memiliki ketentutan terkait standar dan 
kebutuhan ruang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 22/PRT/M/2018. 
Penentuan kebutuhan ruang dalam perancangan dikaji berdasarkan pelaku yang didapatkan dari 
susunan struktur organisasi kantor gubernur, kemudian disesuaikan kembali dengan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018. Kenyamanan dalam ruang 
ditentukan berdasarkan sumber dari Data Arsitek jilid I oleh Neufert (1996), Fisika Bangunan oleh 
Satwiko (2009), Engineering Toolbox (ETB) oleh Mediastika (2005). Konsep bangunan sendiri 
menggunakan teori yang didapat dari hasil studi banding Rahmiati, dkk (2012) dalam 
penyampaiannya mengenai kantor gubernur. Selain itu penentuan konsep juga menggunakan teori 
bentuk ruang dan tatanan dari Ching (2007). 
Teori yang didapatkan dari hasil studi banding Rahmiati, dkk (2012) digunakan dalam 
membandingkan karakteristik-karakteristik dari contoh kasus kantor gubernur lainnya. Adapun 
tinjauan yang dilakukan melihat berdasarkan beberapa faktor  seperti bentuk, tata ruang, area hijau, 
suasana interior dan fungsi lain bangunan. Bentuk bangunan membahas mengenai massa dan fasade 
bangunan, tata ruang membahas mengenai sirkulasi dan hubungan antar unit satuan kerja, area hijau 
berisi mengenai jenis dan fungsi area hijau, suasana  interior berisi mengenai material, pencahayaan 
dan penghawaan, serta fungsi lain bangunan menjelaskan mengenai fungsi lain bangunan sebagai 
fungsi pusat pemerintahan. 
 
3. Lokasi Perancangan 
 
Pemerintah Kabupaten Sintang Menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk digunakan sebagai 
lahan pembangunan kantor DPR, Gubernur serta fasilitas pendukung lainnya. Lokasi yang disediakan 
oleh pemerintah Kabupaten Sintang terletak di Jalan Sintang-Putussibau, Kelurahan Tanjung Puri, 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 1: Peta Kawasan Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Lokasi perancangan terletak cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Sintang (bewarna kuning pada 
Gambar 1). Di sekitar lokasi perancangan terdapat ruko-ruko perbengkelan dan rumah makan. 
Terdapat beberapa komplek perumahan baru yang belum ditempati di sekitar area perancangan. 
kondiisi area perancangan merupakan lahan luas yang berkontur dan masih berupa hutan yang 
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sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 2: Foto Keadaan Eksisting Sekitar Kawasan Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Kondisi area kawasan perancangan dapat dilihat pada poin A dalam Gambar 2. Di depan 
kawasan merupakan Museum Kapuas Raya yang ditunjukkan pada poin B dalam Gambar 2. Poin C 
merupakan keadaan komplek perumahan di sekitar kawasan perancangan yang belum ditempati. 
Pada poin D menunjukkan keadaan ruko yang didominasi oleh perbengkelan dan rumah makan. 
Klasifikasi Jalan Sintang-Putussibau merupakan jenis jalan arteri sekunder (Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 
2016-2036). Jenis jalan arteri sekunder memiliki garis sepadan samping bangunan minimal 1,5 meter, 





sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 3: Potongan Jalan Kawasan Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Kondisi eksisting jalan yang ditunjukkan oleh poin A dalam Gambar 3 memiliki lebar lima meter 
dengan bahu jalan yang masih berupa tanah kuning dengan lebar dua meter. Pada  poin B merupakan 
potongan jalan yang sesuai dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Sintang. Pada poin B 
jalan merupakan jalan dua lajur dengan masing-masing memiliki lebar lima meter. Garis sepadan 
bangunan dari tengah jalan sejauh 22,6 meter. 
 
4. Landasan Konseptual 
 
Landasan konseptual menyajikan analisis perancangan yang mencakup karakteristik, fungsi, 
internal, eksternal, gubahan bentuk, struktur, utilitas dan arsitektur lingkungan. Penentuan 
karakteristik berdasarkan perbandingan tiga contoh kasus dengan fungsi serupa, yaitu Kantor 
Gubernur Yogyakarta, Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Tiga 
contoh kasus dibandingkan berdasarkan poin yang didapatkan dalam studi banding oleh Rahmiati, 
dkk (2012) yang mencakup bentuk, tata ruang, area hijau, suasana interior dan fungsi lain pada 
bangunan. Adapun hasil dari perbandingan karakteristik dapat dilihat pada Gambar 4. 
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sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 4: Perbandingan Karakteristik Fungsi Kantor Gubernur  
 
Dalam poin bentuk pada Gambar 4, menghasilkan karakteristik fungsi yaitu bentuk dan massa 
bangunan kantor gubernur dapat beragam tergantung fungsi internal dan juga keadaan alam 
disekitarnya. Hasil ini didapat berdasarka analisa bentuk dari ketiga contoh kasus lainnya. begitu juga 
pada hasil karakteristik poin-poin lainnya. 
Sebagai provinsi baru yang belum terbentuk, struktur organisasi dalam pemerintahan Provinsi 
Kapuas Raya belum ditetapkan, sehingga dalam perancangan ini menggunakan struktur organisasi 
yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 (2016) tentang kedudukan 
struktur organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat 
(Gambar 5). Penyesuaian struktur organisasi Provinsi Kapuas Raya menyesuaikan susunan struktur 
organisasi Provinsi Kalimantan Barat juga dikarenakan memiliki kesesuaian secara letak geografis, 




sumber: (Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 95, 2016) 
Gambar 5: Susunan Struktur Organisasi Provinsi Kapuas Raya 
 
Aktivitas  pada Kantor Gubernur Kapuas Raya perlu ditunjang dengan fasilitas, baik berupa 
gedung maupun ruang terbuka. Fasilitas tersebut dapat menunjang fungsi utama bangunan sebagai 
pusat pemerintahan dan juga sebagai penunjang fungsi publik bagi masyarakat umum. Fungsi 
bangunan sebagai pusat pemerintahan membutuhkan ruang kerja, ruang rapat dan ruang 
penerimaan tamu. Fungsi bangunan sebagai penunjang publik membutuhkan ruang terbuka, ruang 
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untuk mengadakan event-event, mushola dan cafetaria. Adapun ruang-ruang yang dibutuhkan dalam 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 6: Kebutuhan ruang Kantor Gubernur Kapuas Raya 
 
Berdasarkan analisa tapak perletakan (Gambar 7), lokasi yang dipilih untuk perancangan Kantor 
Gubernur Provinsi Kapuas Raya ialah pada area yang berada di tengah kawasan yang disediakan oleh 
pemerintah. Pemilihan area pembangunan ditentukan berdasarkan pertimbangan kontur yang lebih 
tinggi dari kontur disekitarnya, sirkulasi udara kawasan dan juga letaknya yang berada di tengah 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 7: Hasil Konsep Perletakan Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Berdasarkan analisa zonasi pada Gambar 8, zona ditentukan berdasarkan sirkulasi utama 
kawasan, sirkulasi udara dan kontur pada kawasan. zona publik terletak pada area depan yang dekat 
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dengan jalan masuk kawasan dan memiliki akses termudah. Zona semi-publik terletak mengelilingi 
tepi kawasan dengan bentuk yang memanjang untuk memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan 





sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 8: Hasil Konsep Zonasi Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Pada Gambar 9 menjelaskan orientasi perancangan terbagi menjadi dua. Orientasi pertama ialah 
orientasi kawasan yang menghadap pada jalan utama kawasan. orientasi kedua yaitu orientasi antar 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 9: Hasil Konsep Orientasi Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Sirkulasi dalam perancangan terbagi menjadi dua, yaitu sirkulasi dalam kawasan dan sirkulasi 
antar bangunan (Gambar 10). Sirkulasi dalam kawasan memanjang masuk ke belakang kawasan dan 
mengelilingi bagian depan zona semi-publik. Sirkulasi antar bangunan terpusat pada zona privat yang 





sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 10: Hasil Konsep Sirkulasi Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
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Jenis vegetasi dalam perancangan secara umum terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi pengarah 
sirkulasi, fungsi peneduh dan fungsi visual (Gambar 11). Pohon palem berfungsi sebagai pengarah 
sirkulasi dan terletak pada salah satu sisi jalan di sepanjang kawasan. Pohon yang rindang diletakkan 
pada bagian belakang zona semi-publik mengelilingi bagian tepi kawasan berguna untuk mengundang 
sirkulasi udara masuk dalam kawasan. fungsi visual khususnya pada bagian depan kawasan 
didominasi oleh tanaman perdu untuk mempercantik visual kawasan serta tidak menghalangi 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 11: Hasil Konsep Vegetasi Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Gambar 12 menunjukkan langkah-langkah perubahan bentuk pada perancangan Kantor 
Gubernur Provinsi Kapuas Raya. Pada langkah pertama merupaka bentuk dasar bangunan yang 
didapatkan berdasarkan fungsi internal dan juga analisa tapak kawasan. bentuk dasar bangunan 
memiliki lima massa, yaitu massa gedung fungsi publik, massa gedung fungsi kepala pemerintahan, 
massa gedung administrasi dan umum, massa gedung perekonomian dan pembangunan, serta massa 
gedung pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 
Pada langkah kedua, bangunan mendapatkan penambahan atap dan shading. Langkah ketiga 
bangunan mengalami pemisahan massa untuk memperlancar sirkulasi udara bergerak masuk dalam 
kawasan. pada langkah keempat, menambahkan sirkulasi antar massa yang sudah terpisah. Langkah 
selanjutnya menambahkan sirkulasi yang menghubungkan antar bangunan. Kemudian pada langkah 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 12: Analisa Bentuk Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Konsep gubahan bentuk ditunjukkan pada Gambar 13. Konsep gubahan bentuk terbagi menjadi 
tiga yang di bedakan berdasarkan massa dan fungsi bangunan. Konsep gubahan yang pertama ialah 
pada bangunan bagi fungsi staf yang ditunjukkan pada poin A. Bentuk dasar bangunan menyerupai 
bentuk perisai Adat Dayak karena bangunan yang terletak di tepi dan memiliki kesan sebagai 
pembatas.  
Konsep kedua ialah pada bangunan fungsi kepala pemerintahan yang ditunjukkan pada poin B. 
Bentuk dasar bangunan merupakan persegi dengan atap limas sebagai pusat bagi keseluruhan 
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bangunan. Pada lantai atas mengalami penambahan bentuk agar dapat menampung fungsi utama 
bagi kepala pemerintahan, kemudian membuat kolom pada lantai bawah terekspos menyerupai kaki 
pada bangunan Rumah Panjang Adat Dayak. 
Konsep bangunan yang ketiga ialah pada bangunan fungsi publik yang ditunjukkan pada poin C. 
Keseluruhan bentuk bangunan menyerupai panggung dan terbuka dengan mengekspos kolom yang 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 13: Konsep Gubahan Bentuk Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Pemilihan jenis struktur yang digunakan dalam perancangan dipengaruhi oleh konsep struktur 
yang diterapkan. Adapun konsep yang ingin ditampilkan dari struktur bangunan ialah kesan gagah dan 
transparansi seperti yang dapat terlihat pada Gambar 14 (kiri). Kesan gagah dan transparansi 
ditampilkan dengan pemilihan struktur baja yang memberikan gambaran bangunan yang kokoh dan 
kuat. Struktur baja dapat menghasilkan ruang dalam yang luas sehingga pada bagian ruang memiliki 




sumber: (Analisis Penulis , 2019) 
Gambar 14: Konsep Struktur Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Konsep mandiri dan hemat ditunjukkan dalam sistem utilitas bangunan, khususnya dalam 
pemanfaatan air bersih dalam bangunan dan pemanfaatan penghawaan serta pencahayaan alami 
pada titik yang potensial. Sistem penampungan air bersih dalam kawasan terpisah berdasarkan 
masing-masing massa bangunan. Total massa penampungan memiliki kapasitas yang dapat 





sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
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Pemanfaatan energi alami dalam bangunan khususnya dalam pencahayaan dan penghawaan 
pada beberapa ruang. Dinding yang tinggi dan juga penggunaan atap kaca pada beberapa bagian 
bangunan untuk memaksimalkan penggunaan cahaya alami pada ruang dan bangunan yang memiliki 
volume besar. Koridor menggunakan atap kaca khususnya pada bagian yang terhalang untuk 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 16: Konsep Fisika Bangunan (Penghawaan) Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Pemanfaatan penghawaan dengan mengundang jalur sirkulasi udara oleh pepohonan yang 
berada di sekitar bangunan dan pemecahan massa menjadi beberapa unit untuk melancarkan 
sirkulasi udara masuk ke dalam kawasan Gambar 16 (kiri). Pada ruang yang memanjang juga 
menggunakan sistem ventilasi silang. Penggunaan ventilasi pada ruang di bawah atap untuk 
membuang hawa panas dari atap tidak langsung masuk kedalam ruangan Gambar 16 (kanan). 
 
5. Hasil Perancangan 
 
Keseluruhan analisis menghasilkan gambar siteplan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya. 
Terlihat dari gambar siteplan yang ditunjukkan pada Gambar 17  bangunan terbagi menjadi 5 massa. 
Bangunan terdiri dari gedung pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (poin A), gedung administrasii 
dan umum (poin B), gedung fungsi kepala pemerintahan (poin C), gedung perekonomian dan 
pembangunan (poin D) serta gedung fungsi publik (poin E). Area parkir ditunjukkan oleh poin F. Area 
parkir terbagi menjadi tiga zona. Zona depan yang dekat dengan taman dan lapangan diprioritaskan 
bagi tamu yang datang untuk ke taman (poin I) dan melaksanakan upacara di lapangan (poin H) pada 
event tertentu. Area parkir yang berada di zona tengah dekat dengan bangunan fungsi publik dan 
bangunan staf, diprioritaskan bagi staf dan tamu yang datang untuk kegiatan di ruang aula utama 
yang berada di gedung fungsi publik. Area parkir di zona belakang dengan letak yang tertutup dan 




sumber: (Penulis, 2019) 
Gambar 17: Site Plan Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Area hijau pada kawasan terbagi menjadi tiga fungsi dan dipisahkan berdasarkan warna seperti 
pada Gambar 18. Pada area yang berwarna kuning merupakan pohon palem yang berfungsi sebagai 
pengarah sirkulasi dan memanjang di sepanjang jalur sirkulasi. Area yang bewarna biru merupakan 
pepohonan rindang yang berfungsi sebagai pengarah sirkulasi udara untuk masuk kedalam kawasan 
dan memberi penghawaan alami pada bangunan. Area yang bewarna hijau merupakan tanaman 
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perdu hias seperti pucuk merah yang berfungsi untuk meningkatkan visual kawasan dan juga tidak 




sumber: (Penulis, 2019) 
Gambar 18: Vegetasi Kawasan Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Pada Gambar 19 menyajikan denah gedung fungsi publik. Pada gedung ini terdapat tiga fungsi 
utama, yaitu pada lantai bawah terdapat cafetaria (poin A) yang berfungsi sebagai area santai dan 
makan baik bagi para staf maupun bagi tamu yang datang. Fungsi yang kedua ialah mushola (poin B) 
sebagai tempat beribadah. Fungsi yang ketiga terdapat pada lantai atas yaitu ruang aula utama (poin 




sumber: (Penulis, 2019) 
Gambar 19: Denah Gedung Fungsi Publik Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Pada Gambar 20 terlihat tampak dari bangunan fungsi publik. Bangunan mengekspos bagian 
kolom dan struktur atap dan memiliki kesan yang terbuka sebagai pintu masuk bagi tamu yang datang. 
Bangunan ini mengambil bentuk dasar yang terinspirasi dari Rumah Panjang Adat Dayak. Bentuk 
Rumah Panjang Adat Dayak terlihat pada kolom-kolom yang terekspos dan bentuk bangunan yang 
memanjang serta penggunaan atap pelana. 
A B C 
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sumber: (Penulis, 2019) 
Gambar 20: Tampak Gedung Fungsi Publik Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Suasana bagian dalam bangunan gedung fungsi publik dapat dilihat pada Gambar 21. Finishing 
lantai pada bangunan menggunakan keramik dan memiliki pola melingkar yang menggambarkan 
sebagai area datang dan berkumpulnya tamu pada bangunan. Terdapat ramp untuk naik ke lantai atas 
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Gambar 21: Ilustrasi Interior Gedung Fungsi Publik Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Pada Gambar 22 menunjukkan denah gedung administrasi dan umum. Denah gedung 
administrasi dan umum sebagai salah satu gedung fungsi staf memiliki kesamaan dengan bangunan 
fungsi staf lainnya, yang membedakan hanya pada perletakan dan jumlah ruangnya. Pada lantai 
bawah terdapat ruang kasubbag dan staf kasubbag serta ruang kepala bagian. Pada lantai atas 
terdapat ruang kepala biro. Detail pada ruang staf kasubbag dan kepala bagian dapat dilihat pada 
Gambar 23. 
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Gambar 23: Denah Ruang Staf Kasubbag dan Kepala Bagian Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Gambar 24 menunjukkan tampak pada gedung fungsi staf. Bangunan terlihat memanjang terdiri 
dari beberapa massa namun disatukan oleh selasar yang memanjang. Pada tampak samping 
bangunan memperlihatkan penggunaan material batu alam dan juga secondary skin pada dinding 
yang mengarah ke ruang staf. Secondary skin berbentuk menyerupai perisai-perisai yang identik 
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Suasana dalam ruang kerja staf dapat dapat dilihat pada Gambar 25. Dalam ruangan terdapat 9 
unit kepala subbagian beserta masing-masing 3 orang staf. Plafond pada ruangan mengikuti bentuk 
atap agar memberi kesan ruang yang luas. Finishing plafond menggunakan wood panel composit 
untuk mendapatkan motif kayu yang sesuai dengan tema yang terdapat dalam suasana interior ruang 
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Gambar 25: Ilustrasi Interior Ruang Staf Kasubbag Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Denah bangunan gedung fungsi kepala bangunan ditunjukkan pada Gambar 26. Bangunan ini 
menampung fungsi yang berkaitan dengan kegiatan kepala pemerintahan. Ruang-ruang yang 
terdapat pada lantai bawah mencakup ruang staf subbagian biro humas dan protokol (poin A), ruang 
kepala biro humas dan protokol (poin B), lobby (poin C), ruang rapat audio visual (poin D) serta UPT 
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Gambar 26: Denah Gedung Fungsi Kepala Pemerintahan Perancangan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 
 
Lantai 2 gedung fungsi kepala pemerintahan dapat dilihat pada Gambar 26 (kanan). Lantai atas 
merupakan area privat. Lantai atas ini mencakup ruang asisten sekda (poin F), ruang tamu (poin G), 
ruang sekretaris daerah (poin H), ruang gubernur (poin I) dan wakil gubernur (poin J). 
Tampak bangunan fungsi kepala pemerintahan dapat dilihat pada Gambar 27. Tampak pada 
lantai bawah menonjolkan kolom-kolom memberikan bangunan kesan panggung. Pada lantai atas 
dikelilingi oleh secondary skin yang menunjukkan kesan privat dalam fungsi kepala pemerintahan bagi 
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Gambar 28: Ilustrasi Suasana Interior Ruang Kerja dan Ruang Rapat Gubernur Perancangan Kantor Gubernur 
Provinsi Kapuas Raya 
 
Ilustrasi suasana perspektif mata burung kawasan dapat terlihat pada Gambar 29. Bangunan dan 
kawasan secara keseluruhan berbentuk simetris dari depan kawasan. kawasan bersifat memanjang 
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Gambar 29: Ilustrasi Suasana Perspektif Mata Burung Kawasan Perancangan Kantor Gubernur  
Provinsi Kapuas Raya 
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Gambar 30 memperlihatkan keseluruhan bangunan dari perspektif mata manusia. Bentuk 
bangunan terlihat menyatu dengan alam sekitarnya yang berupa pepohonan dan juga kontur yang 
berbukit-bukit. Penggunaan warna-warna netral pada bangunan agar tidak terlalu lebih mencolok 
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Gambar 30: Ilustrasi Suasana Perspektif Mata Manusia Keseluruhan Bangunan Perancangan Kantor Gubernur  
Provinsi Kapuas Raya 
 
 
Berdasarkan Gambar 31, masing-masing gedung terlihat berbeda namun tetap memiliki 
beberapa persamaan. Persamaan pada tampilan bangunan dapat terlihat pada atap, material, 
penggunaan secondary skin dan kolom-kolom. Atap setiap bangunan menggunakan atap miring. 
bangunan memiliki secondary skin dengan tampilan yang serupa, yaitu bentuk perisai-perisai. Kolom-
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Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya merupakan instansi pemerintah yang menyediakan 
fasilitas terhadap fungsi staf dan kepala pemerintahan, serta bagi fungsi publik. Fungsi staf 
menghasilkan fasilitas berupa ruang kerja dan ruang rapat. Fungsi kepala pemerintahan menghasilkan 
fasilitas berupa ruang kerja, rapat, menerima tamu dan ruang istirahat. Fungsi publik menghasilkan 
fasilitas berupa tempat beribadah dan mengadakan event-event tertentu. Konsep perancangan 
menerapkan pendekatan neo vernakular yang mengambil esensi dari rumah panjang Adat Dayak. 
Pendekatan rancangan diterapkan pada bentuk dasar bangunan dan penggunaan ornamen. Saran 
penulis untuk perancangan Kantor Gubernur selanjutnya adalah mempertimbangkan hubungan 
antara kantor gubernur dengan instansi pemerintahan terkait yang memiliki fungsi berdekatan 
seperti kantor DPRD dan Bapedda agar lebih baik dalam penempatan ruang-ruang yang berdampak 
pada kenyamanan fungsi utama bangunan. 
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